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AGENDA

e Partisipasi publik dalam
leglslasl menurut
preseden

e Tentan

Inter-Parliamentary Union dan

e Untuk masa
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Pasal 96 ayat (1) sampai dengan (5)

1.Masyarakat berhak memberikan masukan secara [Lisan
dan/atau tertulis dalam | setiap tahapan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

2.Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara daring dan/atav luring.

. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
orang perseorangan atau [kKelompok K orang yang  terdampak
langsung dan/atau /mempunyai kepentingan atas materi
muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

4.Untuk [memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap |Naskah

UU PS

Undang Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang 2
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana diubah
dalam:

e Undang-Undang

Nomor 15 Tahun

2019 Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-
 Undang-Undang undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Nomor 13 Tahun 5.Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat

2022 (1), pembentuk Peraturan Perundangundangan

menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/
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/Bentuk-be_ntuk
Konsultasi

Publik/F
Aspirasi

Berdasarkan Pasal 96 ayat (6) UU P3,
Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, dan

Qraktik di lapangan

~

Pemberian

/
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Dalam kaitannya dengan partisipasi bermakna..

Pasal 96 ayat (7) UU P3
Hasil kegilatan konsultasi
S oublik sebagaimana dimaksud
© nada ayat (6) menjadi bahan
pertimbangan dalam perencanaan,
Hak-untuk Benyusunanl,3 daJrg pembghasag
2 ! ancangan Peraturan Perundang-
Hak-untuk dipertimbangkan ,q5n9an
didengar
) e e g
embentu eraturan Perundang-
ﬁgﬂgkﬁmggﬂt”k (fvﬁ\ undangan dapat menjelaskan
aspirasi publik kepada masyarakat mengenail
hasil pﬁmbahagan masukag. s ud
masyarakat sebagalimana dimaksu
Hplumenk  pads aver ().
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‘ﬁllll v Inter-Parliamentary Union

\\ 1889 j/ For democracy. For everyone.

N\ &

T s _ L
e Organilisasli global yang terdirl darl parlemen - .
nasional negara-negara 8 .
e Memfasilitasl diplomasli parlemen dan memberdayakan
parlLemen serta anggotanya untuk menyebarkan nilail
perdamalan, demokrasl, dan pembangunan

berkelanjutan di1 seluruh dunia

J

L -
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. Indicators for
0¥\ Democratic

|

\\'é"/ Parliaments

» Alat untuk [mendukung pembelajaran dan pegembangan parlemen.

e Memberikan kerangka untuk parlemen bisa _

e Terdiri dari[25 indikator yang dikelompokkan jadi 7 target
 Mendukung [SDG: effective, accountable, transparent, responsive, inclusive,

participatory and representative

-Th menjadi salah satu negara yang mengikuti uji coba awal tahap
3 tahun
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'4‘§ Indicators for
L]

I#%\ Democratic
\‘="/ Parliaments

Indikator terkait partisipasi publik
Indicator 6.1: Parliamentary environment for public participation

Dimension 6.1.1: Legal framework for public participation
Dimension 6.1.2: Institutional capacity for public participation
Dimension 6.1.3: Public education about the work of parliament

Jimension 6.2.1:
Jimension 6.2.2:
Jimension 6.2.3:

Partici
Partici

Partici

pation 1n law makilng
pation 1n oversight

pation 1n the budget cycle

Dimension 6.2.4: Managlng public input and providing feedback
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#Z». Indicators for
h\g‘},‘\ Democratic
N=% Parliaments

Indikator terkait inklusivitas
Indicator 5.1: Inclusive law-making, oversight and budgeting

Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension

ol o1 01 o1 O
el
Ol N NN P

: Human rights
: Impact assessments
: Gender mainstreaming
: Gender responsive budgeting
: Youth 1inclusion
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Rekomendasi

e DPR, DPD, dan Pemerintah perlu lebih update dalam membagikan
perkembangan penyusunan RUU di laman resmil yang tersedia.

e pemanfaatan NA yang lebih optimal untuk menampung sudut pandang
berbagali macam pihak terdampak dan memiliki kepentingan secara
obyektif dan berdasar penelitian.

e Perlunya penentuan pihak-pihak terlibat dalam perancangan UU
berdasarkan analisis dampak yang mumpunil.

e Peningkatan metode penerimaan aspirasi publik.

e Pertemvan yang dilakukan lebih dari satu kali dengan pihak selailn
pemerintah untuk meningkatkan jaminan dipertimbangkannya masukan

masyarakat sipil. |
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